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BAB I - PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Nama topografi, atau sering disebut nama tempat, mewakili unsur geografis 

“nama tempat”. Nama tempat tidak selalu berarti nama tempat tinggal/kediaman, 

tetapi bisa juga berupa sungai, bukit, gunung, pulau, dll. Tujuan nama rupabumi 

adalah untuk melindungi kedaulatanddandkeamanandwilayahdNegaradKesatuan 

RepublikdIndonesia,dmelestarikandnilai-nilaidbudaya, sejarah dan adat istiadat 

serta melaksanakan pemerintahan yang handal, dan arti nama rupabumi ini adalah 

alat untuk kegiatan sosial ekonomi manusia seperti usaha, pendidikan, 

transportasi, SAR (pencarian dan pertolongan) dan kegiatan lainnya. 

Penyelenggaraan nama rupabumi, atau yang sering disebut sebagai toponimi, 

memiliki peran penting dalam memetakan, mengidentifikasi, dan meresmikan 

nama-nama tempat di suatu wilayah. Di Indonesia, sebagai negara yang kaya akan 

keanekaragaman geografis, budaya, dan bahasa, pengelolaan nama-nama tempat 

menjadi suatu tantangan yang kompleks. Dalam upaya untuk mengoordinasikan 

dan menyelaraskan proses penamaan tempat di seluruh wilayah Indonesia, 

diperlukan koordinasi yang efektif di antara berbagai pemangku kepentingan, 

termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat luas. 

Koordinasi merupakan elemen krusial dalam menyelenggarakan penamaan 

tempat yang konsisten dan akurat. Ketika nama-nama tempat tidak konsisten atau 

saling bertentangan, dapat mengakibatkan kebingungan, kesulitan dalam navigasi, 

dan masalah administratif. Oleh karena itu, koordinasi yang baik diperlukan untuk 

memastikan bahwa proses penamaan tempat dilakukan dengan standar yang 

sesuai dan tetap memperhatikan kearifan lokal serta aspek historis. 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa panduan dan regulasi terkait 

dengan penamaan tempat, termasuk penamaan pulau, desa, jalan, sungai, dan 

lainnya. Namun, tantangan muncul ketika implementasi regulasi ini harus 

disesuaikan dengan realitas lokal yang beragam. Dengan beragamnya bahasa 
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daerah, budaya, dan historiografi di Indonesia, koordinasi menjadi semakin 

penting untuk memastikan bahwa nama-nama tempat yang diresmikan tidak 

hanya sesuai dengan regulasi, tetapi juga mencerminkan identitas dan nilai-nilai 

masyarakat setempat. 

Meskipun begitu, dalam penyelenggaraan nama rupabumi pasti akan ada pro 

dan kontra, contohnya dalam penamaan Pelabuhan Internasional Kijing yang 

diubah menjadi Pelabuhan Tanjungpura. Masyarakat tidak terima nama Pelabuhan 

tersebut diubah, karena mereka berpendapat Pelabuhan tersebut lebih cocok 

dinamakan Pelabuhan Internasional kijing karena Pelabuhan tersebut letaknya ada 

di Pulau Kijing. 

Contoh masalah lainnya adalah kasus di Kebumen yang dimana awal mulanya 

itu karena berubahnya beberapa nama jalan di sekitar kantor pemda di kebumen. 

Dan masalahnya disekitar jalan yang diubah juga ada pemukiman warga, jadi 

tidak hanya perkantoran. Yang menjadikan adanya gugatan class action yg di 

ajukan oleh perseorangan dengan tergugat utama bupati kebumen dengan turut 

tergugat ada 3. Yang diantaranya adalah ketua DPRD sebagai turut tergugat 

Gubernur Jawa Tengah sebagai turut tergugat 2, dan Kepala BIG sebagai turut 

tergugat 3. Untuk saat ini hal tersebut sudah dilakukan hingga tahap mediasi dan 

menghadirkan saksi ahli. Namun selesai di pengadilan tahap 1 karena pengadilan 

memutuskan bahwa kewenangan absolut bukan di PN kebumen. Lalu penggugat 

mengajukan banding ke PT Jawa Tengah namun hasilnya menguatkan putusan PN 

Kebumen. 

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan nama rupabumi sangat diperlukan 

kerja sama yang baik antara kementerian/lembaga,dpemerintahddaerahdprovinsi, 

pemerintahddaerah kelurahan, dan partisipasidmasyarakat. 

Informasi geospasial memainkan peran penting dalamdpengelolaandsumber 

dayadalamddandsumberddayadlainnya,dsertaddalam penanggulangandbencanaddi 

wilayahdNegaradKesatuandRepublikdIndonesiad(NKRI). Tujuannya adalah untuk 

melaksanakandtugas-tugasdtersebutdsecara sistematis, terpadu, efektif,ddan 
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efisien guna memastikan keakuratan, ketepatan waktu, dan kepastian hukum. 

Olehdkarena itu,ddiperlukandpengaturandyangdjelasdmengenai penggunaan data 

lokasi melalui undang-undang. 

Definisi data geospasial (DG) mencakup informasi mengenai letak geografis, 

ukuran,dataudkarakteristikdobjekdalamdataudbuatan manusia di permukaan bumi. 

Sementara informasidgeospasial (IG) merupakan hasil olahan dari data geospasial 

(DG), yang berguna sebagai alat untuk pengambilan kebijakan atau pelaksanaan 

kegiatan di bidang geografi. Karena dalam pengelolaan nama rupabumi perlu 

diterapkan secara sistematis, seragam, efektif dan efisien serta untuk menjamin 

akurasi, ketepatan waktu dan kepastian hukum.  

Maka, pengelolaan penamaan tempat geografis menjadi semakin penting 

dalam menjaga konsistensi dan akurasi dalam identifikasi tempat di suatu 

wilayah. Dalam konteks ini, diperlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci 

dan komprehensif guna mengatur proses penamaan tempat dengan lebih terarah 

dan konsisten. Peraturan ini harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 

Undang-Undang (UU) tertentu, seperti Undang-Undang Informasi Geospasial 

Nomor 4 Tahun 2011, dan Undang-Undang Tata Lahan Nomor 23 Tahun 2014. 

Undang-Undang Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2011 mengatur aspek-

aspek terkait informasi geospasial, yang meliputi data geospasial dan penamaan 

tempat. Dalam rangka pengelolaan nama-nama tempat, undang-undang ini 

memberikan kerangka kerja yang mengarahkan pada standar, keakuratan, dan 

kekonsistenan dalam penamaan tempat di Indonesia. Dengan demikian, peraturan 

pelaksanaan yang lebih rinci dan terperinci diperlukan untuk menguraikan 

langkah-langkah praktis dalam melaksanakan penamaan tempat sesuai dengan 

prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang ini. Sementara itu, 

Undang-Undang Tata Lahan Nomor 23 Tahun 2014 membahas tentang pengaturan 

tata ruang di Indonesia. Dalam konteks penamaan tempat, undang-undang ini 

dapat memberikan panduan terkait dengan keterkaitan antara penamaan tempat 

dan penggunaan lahan. Misalnya, penamaan tempat yang mencerminkan 
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karakteristik geografis dan historis suatu daerah dapat berkontribusi pada identitas 

dan pengembangan tata ruang yang berkelanjutan. 

Dengan memiliki peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terperinci, 

pelaksanaan penamaan tempat geografis dapat menjadi lebih terarah, sesuai 

dengan standar nasional, dan memperhatikan konteks lokal. Ini juga dapat 

membantu menghindari ambiguitas dan ketidaksesuaian dalam penamaan tempat 

yang dapat muncul akibat interpretasi yang beragam. Oleh karena itu, peran 

peraturan pelaksanaan dalam pengelolaan penamaan tempat menjadi penting 

untuk menjaga konsistensi dan keakuratan identifikasi tempat di Indonesia.1 

 Badan Informasi Geospasial sebelumnya dikenal sebagai Badan Koordinasi 

Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Badan Informasi Geospasial (BIG) 

adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang berlokasi di Cibinong 

- Bogor, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan dalam 

bidang informasi geospasial (IG) 

 BadanNInformasiNGeospasialdberadandiNbawahddandbertanggungNjawab 

langsung kepada Presiden, dipimpindoleh seorang kepala. Saat ini, kepala Badan 

InformasidGeospasialdadalah Prof. Dr. rer. nat.dMuh Aris Marfai, S.Si., M.Sc, 

yangdmenggantikandProf. Dr. Ir. HasanuddindZ Abidin, M.Sc. Eng berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 122/TPA tahun 2016. Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Kementerian PPN) bertindak sebagai koordinator Badan 

Informasi Geospasial. 

 Pada awalnya BadandInformasidGeospasialddidirikanduntukdmenggantikan 

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial 

(IG). Undang-Undang ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia pada 15 April 2011 dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, 

Susilo Bambang Yudhoyono, pada 21 April 2011. Penandatanganan Peraturan 

Presiden Nomor 94 tahun 2011 menandai pendirian Badan Informasi Geospasial. 

 
1 Peraturaan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama 

Rupabumi 
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Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan informasi geospasial, Badan Informasi 

Geospasial mengalami penataan kembali organisasi dan tata kerja melalui 

Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 yang diberlakukan pada 1 November 

2022. Saat ini, BIG menjadi lembaga kunci dalam mencapai tujuan UU tentang 

Informasi Geospasial yang meliputi: 

1. Meinjamin keiteirseidiaan akseis teirhadap informasi geiospasial yang dapat 

dipeirtanggu ingjawabkan. 

2. Meiwuijuidkan peinyeileinggaraan informasi geiospasial yang eifisiein dan eifeiktif 

meilaluii keirja sama, koordinasi, inteigrasi, dan sinkronisasi. 

3. Meindorong peingguinaan informasi geiospasial dalam peinyeileinggaraan 

peimeirintahan dan beirbagai aspeik keihiduipan masyarakat.2 

 Uindang-Uindang Nomor 4 Tahuin 2011 teintang Informasi Geiospasial, 

khuisuisnya Pasal 12, meineigaskan bahwa nama ruipabuimi, yang juiga dikeinal 

seibagai nama geiografi ataui toponim, meiruipakan salah satui eileimein yang haruis 

diseirtakan dalam peita dasar seibagai bagian dari Informasi Geiospasial Dasar 

(IGD). Oleih kareina itui, data nama ruipabuimi yang teirpadu i, eifeiktif, dan 

beirmanfaat, seirta meimiliki keipastian keiakuiratan dan keiteirkiniannya, sangat 

peinting. 

 Dalam uipaya meimeinuihi keibuituihan teirseibuit, Badan Informasi Geiospasial 

(BIG) meinciptakan dan meingeimbangkan Weibgis SINAR (Sisteim Informasi Nama 

Ruipabuimi). Aplikasi ini dirancang uintu ik meimfasilitasi Peinyeileinggaraan Nama 

Ruipabuimi di Indoneisia. Seiluiruih data nama ruipabuimi yang diuinggah kei dalam 

aplikasi ini meinjadi milik BIG, yang meiruipakan leimbaga peimeirintah 

nonkeimeinteirian yang beirtangguing jawab atas tuigas peimeirintahan di bidang 

informasi geiospasial, seisuiai deingan amanah Peiratuiran Peimeirintah No. 2 Tahuin 

2021. 

 

 
2 Sejarah Badan Informasi Geospasial https://www.big.go.id/ 

 

https://www.big.go.id/
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Gambar 1. 1 Tampilan Webgis SINAR https://sinar.big.go.id/ 

 

Gambar 1.1 Meiruipakan Tampilan halaman Deipan Weibgis SINAR3 

 

 

Gambar 1. 2 Tampilan Webgis SINAR https://sinar.big.go.id/ 

Gambar 1.2 Meiruipakan Tampilan Halaman Masuik Weibgis SINAR3 

 

 

 

 
3 Webgis Sistem Informasi Nama Rupabumi https://sinar.big.go.id/ 

https://sinar.big.go.id/
https://sinar.big.go.id/
https://sinar.big.go.id/


7 

 

Gambar 1. 3 Rangkaian Webgis SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabum) 

 

Gambar 1.3 Meiruipakan Rangkaian Weibgis SINAR 

 

Tabel 1. 1 Contoh Pendataan Nama Rupabumi di Kota Semarang 

 

Contoh Data Peinguimpuilan Nama Ruipabuimi  

Tabeil 1.1 beirisi teintang peindataan nama ruipabuimi di Kota Seimarang 
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Gambar 1. 4 Contoh Data Pengumpulan Nama Rupabumi Kecamatan se-

Kota Semarang 

 

Gambar 1.4  meiruipakan contoh data dari Peinguimpuilan Nama Ruipabuimi 

Keicamatan sei-Kota Seimarang4 

Kini Badan Informasi Geiospasial suidah beirkolaborasi deingan peimeirintah 

daeirah, namuin meiskipuin suidah beirkolaborasi masih teitap ada peirmasalahan 

dalam proseis Peinyeileinggaraan Nama Ruipabuimi di Indoneisia. 

Deingan meiruijuik pada data dan peinjeilasan di atas, peineilitian ini meinjadi 

suiatui topik meinarik yang beirkaitan deingan uipaya peinyeileinggaraan nama 

Ruipabuimi di Indoneisia dan analisis faktor-faktor peinghambat dan peinduikuing 

dalam proseis teirseibuit. Oleih kareina itu i, peineiliti teirtarik uintuik meilaksanakan 

peineilitian di Badan Informasi Geiospasial deingan juiduil " Collaborative i 

Goveirnancei Dalam Peinyeileinggaraan Nama Ruipabuimi di Indoneisia " 

1.2 Rumusan Masalah  

Beirdasarkan uiraian latar beilakang di atas, ruimuisan masalah dari peineilitian 

ini adalah bagaimana Impleimeintasi Collaborativei Goveirnancei dalam 

 
4Website Portal Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang  
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Peinyeileinggaraan Nama Ruipabuimi di Indoneisia, dan apa saja faktor peinduikuing 

dan peinghambat dalam proseis teirseibuit. 

1.3  Tujuan Penelitian  

Tuijuian dari peineilitian ini adalah uintuik meimahami bagaimana 

Impleimeintasi Collaborativei Goveirnancei antara peimeirintah daeirah dan Badan 

Informasi Geiospasial dalam Peinyeileinggaraan Nama Ruipabuimi di Indoneisia, seirta 

meingideintifikasi faktor - faktor yang meinduikuing dan meinghambat dalam 

peinyeileinggaraan teirseibuit. 

1.4  Manfaat Penelitian  

Adapuin Manfaat dari peineilitian ini meilipuiti hal-hal beirikuit:  

1.4.1 Manfaat Ilmiah 

a. Bagi Ilmui Administrasi Puiblik, hasil peineilitian ini dapat meinjadi 

kontribu isi peinting uintuik peingeimbangan dan peimahaman leibih lanjuit 

teintang Collaborativei Goveirnancei, teiruitama dalam konteiks keirja sama 

antara peimeirintah daeirah dan Badan Informasi Geiospasial dalam 

Peinyeileinggaraan Nama Ruipabuimi di Indoneisia. 

b. Bagi peineiliti, hasil peineilitian ini meiruipakan peingalaman beirharga dalam 

meingaplikasikan ilmui peingeitahu ian yang teilah dipeiroleih seilama stuidi di 

peirguiru ian tinggi. 

c. Bagi Peimeirintah dan Badan Informasi Geiospasial, teimuian dari peineilitian 

ini dapat meinjadi dasar peirtimbangan uintuik meiningkatkan eifeiktivitas dan 

eifisieinsi kolaborasi dalam peinyeileinggaraan nama ruipabuimi di Indoneisia. 

1.4.2  Manfaat Institusi 

Peineilitian ini diharapkan meimbeirikan wawasan dan peingeitahuian yang 

leibih luias meingeinai Impleimeintasi Collaborativei Goveirnancei antara peimeirintah 

daeirah dan Badan Informasi Geiospasial dalam peinyeileinggaraan nama ruipabuimi 

di Indoneisia. Hal ini akan meimbeirikan manfaat bagi instituisi teirkait dalam 

meiningkatkan kuialitas dan eifisieinsi proseis peingeilolaan nama ruipabuimi seirta 

meimpeirkuiat keirja sama antara beirbagai leimbaga teirkait. 
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1.5   Sistematika Penulisan  

Peinuilisan ini disuisuin dalam lima bab deingan sisteimatika seibagai beirikuit: 

➢ BAB I - PENDAHULUAN  

Bab ini beirisi latar beilakang masalah, ruimuisan masalah, tuijuian 

peineilitian, manfaat peineilitian seicara teioritis dan praktis. Seilain itui, juiga 

meimuiat peinjeilasan meingeinai keirangka teiori peineilitian. 

 

➢ BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini, dijeilaskan teintang hasil peineilitian teirdahuilui yang reileivan 

deingan peineilitian ini seibagai reifeireinsi ataui meimiliki keiteirkaitan deingan 

peineilitian yang akan dilakuikan. Seilain itui, bab ini juiga meinyajikan teiori-

teiori yang diguinakan seibagai dasar dalam peinyuisuinan keirangka teiori 

peineilitian. 

 

➢ BAB III - METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini meinjeilaskan meitodei dan peindeikatan yang akan diguinakan oleih 

peineiliti dalam meinguimpuilkan dan meingolah data dan informasi uintuik 

peineilitian. Teirmasuik di dalamnya adalah peindeikatan peineilitian, 

peineintu ian informan, teiknik peinguimpuilan data meilaluii obseirvasi, 

wawancara, dan dokuimeintasi, seirta teiknik peingolahan dan analisis data. 

Lokasi dan jadwal peineilitian juiga diseibuitkan di bab ini. 

 

➢ BAB IV - PEMBAHASAN  

Bab ini beirisi hasil analisis meindalam teirhadap peirmasalahan yang 

meinjadi fokuis peineilitian seirta teimuian dari peineilitian yang dilakuikan. 

Bab ini juiga meimbeirikan gambaran uimuim meingeinai lokasi peineilitian, 

hasil peineilitian, dan peimbahasan meindalam teirkait Collaborativei 

Goveirnancei dalam Peinyeileinggaraan Nama Ruipabuimi di Indoneisia. 
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➢ BAB V - PENUTUP  

Bab ini beirisi keisimpuilan dari hasil peineilitian dan saran yang dapat 

diimpleimeintasikan uintuik meiningkatkan hasil peineilitian yang teilah 

dilakuikan. Pada akhir bab ini, teirdapat Daftar Puistaka, Lampiran-

Lampiran, Dokuimeintasi Peineilitian, dan Biodata Peinuilis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


